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ABSTRAK

Negara sebagai subjek hukum internasional menkiknampuan untuk
melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan mastarmternasional.
Hubungan internasional sangat diperlukan oleh susgara dalam rangka
berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam rhalNiegara-negara menjalin
dan mengembangkan hubungan dengan negara lain udikej dengan
pertukaran misi diplomatik yang didasarkan atasiggpi persamaan hak serta
perdamaian antar negara seperti yang telah diptaslalam Pasal 1 ayat (2)
Piagam PBB dan juga dalam pembukaan Konvensi W64 fentang Hubungan
Diplomatik. Namun, dalam penerapannya masih badytaknukan bentuk-bentuk
pelanggaran yang dapat merugikan negara lain. Rafatean dalam penelitian ini
meliputi: pertama bagaimanakah pertanggungjawaban negara atasgpatan
hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Im@sional (Konvensi Wina
1961 tentang Hubungan Diplomatik{edua bagaimanakah kasus penyadapan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tal20@4 ditinjau dari
Konvensi Wina 1961 Ketiga, bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tal20@4 ditinjau dari
Konvensi Wina 1961. Penelitian ini menggunakan mhetguridis normatif yang
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertangguagjamw negara terhadap
pelanggaran hak kekebalan perwakilan diplomatildésarkan Konvensi Wina
1961 tentang hubungan diplomatik. Penelitian infdbsarkan bahan hukum
primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil peseldapat disimpulkan bahwa:
pertama pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik metapapelanggaran
terhadap hukum internasional dan negara penerimdb weelakukan
pertanggungjawaban baik berupa ganti rugi atau ipgglan maafKedua kasus
penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggamdmadap Konvensi Wina
1961 sesuai dengan pasal 22 ayat (1) bahwa peanatipplomatik asing di suatu
negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat dmagugat. Ketiga, terhadap
kasus penyadapan KBRI di Myanmar, maka Myanmargsehb@egara penerima
wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap pampgedKBRI dengan cara
membayar ganti rugi, atau dengan mengajukan pemamnnmaaf secara resmi
kepada Pemerintah RI melalui KBRI di Myanmar daerjdnji tindakan tersebut
tidak akan terulang lagi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban negara, hak kekelfaenunity right)gedung
perwakilan diplomatik.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat internasional yang demik@esat
memberikan suatu dimensi baru dalam hukum intesnatitelah memberikan
suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensehksinmternasional dalam
pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan kfamvensi ini kemudian
menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakiamngannya dengan

negara lainnya di dunia.

Negara sebagai subjek hukum internasional menkBknampuan untuk
melakukan hubungan hukum internasional dalam bearbdanidupan masyarakat
internasional, baik dengan sesama negara maupwaneubjek-subjek hukum
internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maégaralah yang paling
banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-djdyan berdasarkan

hukum internasional dibanding dengan subjek hukatenasional lainnya.

Suatu negara, untuk dapat disebut sebagai suatjeksuiukum
intenasional maka mengacu pada Pasal 1 KonvensieMideo ( Pan American )
tentang hak dan kewajiban negafa€ Convention on Rights and Duties of State)

tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut :

“ The state as a person of international law shoudobgress the
following qualification :(a) a permanent populatidn) defined territory;
(c) government; and (d) capacity to enter the rielag with other states.”



Ketiga kriteria telah diakui sejak abad kesembildelas di Eropa,
sedangkan kriteria yang keempat berasal dari panalis Amerika Latin yang
mewakili negaranya dalam konvensi. Kriteria yanglapat dalam pasal tersebut
dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan irdienma. Kriteria keempat
secara konvensional disebut kemampuan untuk merobasign berkomunikasi
dalam hubungan internasional ab{lity to establish and to communicate in

international relation)*

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hubungamnag®snal sangat
diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berk#em@engan negara-negara
lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkansip persamaan hak-hak
menentukan nasib sendiri denga tidak mencampuandalegeri suatu negara,
seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Pid&jaB, yaitu :

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar baaggad
berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip peesahak dan hak

untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil kiadindakan
lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai sutnjgkim internasional
tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negaradilzeroleh dengan
adanya penerimaan atau pengakuan eksistensinygaselegara oleh masyarakat
internasional itu sendiri. Masyarakat internasiomaknerima eksistensinya

sebagai negara dan terlebih lagi jika banyak negaaapun subjek hukum

! Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskanddukum Internasional KomtemporeRefika Aditama,
Bandung 2006, him 10



internasional lain yang mengakuinya maka eksistgassebagai negara tidak

diragukan lagi.

Negara disebut sebagai subjek hukum internasicarahla seperti halnya
manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa addw@uan dari manusia
lainnya, maka negara juga perlu untuk berinterdksigan negara lainnya. Dalam
menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negemayd maka harus
didasarkan atas prinsip persamaan hak serta pei@iaargar negara seperti yang
telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam &&Bjuga dalam pembukaan

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatikwait

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar baaggad
berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip paesahak dan hak
untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil kiankdindakan

lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Awalnya pelaksanaan dalam hubungan diplomatik amagara
didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianutphgttik-praktik negara dimana
prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnyayaihgmpir seluruh negara di
dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasapiada prinsip tersebut.
Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebigsamndianut oleh praktik-
praktik negara kemudian prinsip ini menjadi keb#santernasional yang
merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara uselagai hukum oleh

masyarakat internasional.

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yanggatir hubungan
antar negara dengan didasarkan atas permufaketasefnsus bersama yang

kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen huksgbagai hasil dari



kodifikasi kebiasaan internasiorfalHukum diplomatik dibangun berdasarkan
permufakatan donsensus)yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama
(principle of mutual consent)prinsip persetujuan timbal balikpr{nciple of
reciprocity) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati olelgara-negara dalam

mengadakan hubungan diplomatik

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan habutegsebut
memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengggara lainnya yang
nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentiagéar negara yang diwakili
dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersilujudkan dengan cara
membuka hubungan diplomatik dan menempatkan pelarakbuta) diplomatik

negara pengirimsending stafepada negara penerima¢eiving statg®

Perwakilan diplomatik adalah merupakan wakil resdairi negara
asalnya, perwakilan diplomatik disuatu negara ikeépalai oleh seorang duta dari
suatu negara yang diangkat melalui surat pengamgkatu surat kepercayaan
(letter of credentials Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana
pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggapagabhal yang umum saat
itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan digtirsudah dapat diterima
dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-Iahsilidnggap sebagai suatu
kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertamgabad ke- 18 aturan-aturan
kebiasaaan hukum internasional mengenai kekebalan Heistimewaan
diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk hartdikngedung perwakilan, dan

komunikasi diplomat.

2 Sumaryo Suryokusumdeori dan Kasus Hukum Diplomatiklumni, Bandung, 2005, him 5
% Setyo Widagdo dan Hanif Nur WHukum Diplomatik dan KonsuleBayumedia Publishing,
Malang, 2008, him 38.



Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asirgudiu negara pada

hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategatuya

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnpara
diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya.

2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan keppdea
diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untegknbayar
pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.

3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada glelan
diplomatik bukan saja menyangkut tidak digangguagoga
gedung perwakilan asing di suatu negara termasslp atan
kekebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan ségala
perpajakan dari negara penerifna.

Hak untuk tidak diganggu-gugahé right of inviolability adalah mutlak
guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secafak.laHak semacam itu
diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilanaysip-arsip serta dokumen
lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada terk@ditman para diplomat
yang kemudian dikenal sebadranchise de I'hotetermasuk juga surat-surat dan
korespondensi. Negara penerima haruslah mengambgk&h-langkah untuk
mencegah adanya gangguan terhadap para diplomag, dsaik kebebasan,
kehormatan, gedung perwakilan maupun rumah kediata besar menurut
hukum internasional diperlakukan sama. Dengan damikkeduanya berhak

memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat sliknaanpa izin kepala

“1bid, him 70



perwakilan atau duta besar kecuali jika terjadidk@ban atau bencana lainnya

yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat.

Pada Pasal 45 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungaitordatik
dijelaskan bahwa tidak dapat diganggu-gugatnyarmgg@erwakilan asing sesuatu
negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Asgékma adalah mengenai
kewajiban negara penerima memberikan perlindungapersihnya bagi
perwakilan asing di negara tersebut dari setiapg@asn. Bahkan bila terjadi
keadaan luar biasa sepertinya putusnya hubungdandipk atau terjadinya
konflik bersenjata antara negara pengirim dan r@eganerima, kewajiban negara
penerima untuk melindungi gedung perwakilan berilarta milik dan arsip-arsip
tetap harus dilakukan. Aspek kedua adalah kedudp&amakilan asing itu sendiri
yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasulinigabarang miliknya dan

semua arsip yang ada di dalanthya

Di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 1 (i) secarasjel@emberikan
batasan bahwa gedung perwakilan merupakan geduhmgedan bagian-
bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikanpgamemperhatikan siapa
pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakiteegara asing tersebut

termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam mémbe
perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupaketu bentuk pelanggaran
terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya nggs@ima wajib bertanggung

jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkagsebut. Kelalaian dan

® Sumaryo Suryokusumdjukum Diplomatik Teori dan Kasu®T ALUMNI, Bandung, 2005,
him. 71



kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkaggtarg jawab tersendiri

yang dikenal sebagai “pertanggungjawaban negara”.

Salah satu gangguan yang dapat saja terjadi tgrh&ekebalan
diplomatik, yaitu perlakuan atau kegiatan yangKideenyenangkan dari pihak
negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersdllempatkan. Apabila hal
ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukeberatan kepada negara
penerima (receiving state)dan negara penerima wajib bertanggung jawab

sepenuhnya atas hal tersebut.

Dalam kasus insiden penyadapan perwakilan dipldmgding terjadi
adalah kasus penyadapan Kedutaan Besar Repubbkdei di Myanmar pada
tahun 2004. Kasus penyadapan ini diketahui sefBil@hPemeriksa dari Jakarta
melakukan pemeriksaan di gedung Kedutaan Besar bRkepindonesia di
Yangoon, Myanmar. Berdasarkan temuan mereka, papgaddilakukan melalui
frekuensi telepon. Walaupun pihak KBRI tidak meabei secara jelas sudah

berapa lama kantor kedutaan disadap.

Akibat ulah agen intelijen Myanmar yang telah mefamKedubes RI di
Yangoon tersebut mendapat banyak kecaman dari mpitetnasional. Komisi |
DPR RI meminta meninjau ulang kembali hubungan odnaitik antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan Myanmar. Atg¢momisi | DPR RI
Djoko Susilo mengungkapkan pemeriksaan tim gabukgamanan Indonesia di
Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) d@wmn, Myanmar,
terungkap bahwa adanya alat penyadap yang ditenpddan dinding kamar kerja

Duta Besar RI untuk Myanmar. Ulah agen intelijentgumiliter Myanmar itu



merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar kepatutan dan etika dalam
hubungan diplomatik. Tindakan ilegal itu menyalahta krama hubungan

diplomatik, lanjut Djoko Susil6.

Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaeamadap
Konvensi 1961 dan kejadian ini sangat disesalk&aliskarena merupakan bukti
kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hekelialan diplomatik
dimana hal tesebut merupakan kewajiban dari nqggararima sebagaimana telah

diatur dalam konvensi.

Berdasarkan kasus pelanggaran hubungan diplometsleltut, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiam ghenulisan hukum dengan
judul * PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN
HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS INSIDEN PENYADAPAN

KEDUTAAN BESAR RI DI MYANMAR TAHUN 2004) .

B. RUMUSAN MASALAH
Dari latarbelakang tersebut diatas, peneliti dapatumuskan permasalahn

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas patanggak
Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Interraasl (Konvensi

Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)?

® www. hidayatullah.com diakses pada tanggal 122004



2. Bagaimanakah kasus penyadapan Kedutaan Besar kemdinesia
di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wirg1?

3. Bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan KeduBzsar
Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjaari donvensi

Wina 19617

C. TUJUAN PENELITIAN
Dengan adanya skripsi ini diharapkan adanya suatdi&i yang lebih baik,

adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitiaradalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban negara atasgmdran hak
Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Interraasal (Konvensi
Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)

2. Untuk mengetahui kasus penyadapan Kedutaan BesaubRe
Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari KamsiéVina 1961

3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyadapantdéedBesar
Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjaari donvensi

Wina 1961

D. MANFAAT PENELITIAN
Peniliti berharap penelitian ini memiliki manfaatktis maupun manfaat
akademis bagi segenagivitas academicamaupun masyarakat umum yang

berminat terhadap masalah-masalah diplomatik :

1. Manfaat Teoritis



a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidanag hukurnonokik
khsusunya dalam bidang pertanggungjawaban negara.

b. Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis badhgku
perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataag gda di
lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hdlkpiomatik di
Indonesia

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaarkspakan
hukum diplomatik khsusunya dalam bidang pertangguvegpan
negara.

c. Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasismaupun
dosen ataupun masyarakat umum sehubungan masimgkyea
literatur berkaitan dengan hukum diplomatik khsagasdalam bidang

pertanggungjawaban negara.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan péatan Yuridis
Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yagngtitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ateusgkunder belaKa.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan terselenicakup®

" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SinglkaE

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, him. 13-14



1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

2. Penelitian terhadap sistematik hukum

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal darnizontal
4. Perbandingan hukum

5. Sejarah hukum

2. Jenis Data

Penelitian yang penulis buat ini merupakan pemaalithukum normatif
yang bersumber pada data sekunder. Sumber dateoldipedari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hoéusier.

a) Bahan hukum primer diantaranya adalah:
- Konvensi Wina 1961 tentang hukum diplomatik

b) Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan meniggman hukum
primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikeldi'emasa atau jurnal
hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yemgberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukumepridan

sekunder mencakup kamus dan ensikopledia.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar didapat hasil yang baik, maka perlu didukuegghn tersedianya
data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakaandgbenelitian ini
adalah studi kepustakaan. Sumber data diperolehlatar sekunder seperti

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, literatur faykunasil-hasil

8

Ibid, him. 14



penelitian, perjanjian internasional/konvensi, bikiku, majalah, tesis,

makalah dan sebagainya, yang peneliti temukan pada:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku, majalah, dan literatur hukum koleksbpdi penulis

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun pengolahan dan Analisis data yang digunkdedah Analisis
Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data ysrgumpul dengan tidak
menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturamdzerg-undangan,
pandangan para pakar hukum, literature hukum, -hasil penelitian,

perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU
DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INSIDEN
PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR RI DI MYANMAR TAHUN 2004) *
ini berisikan empat bab yang berhubungan antarg gatu dengan yang lain yang

disusun sebagai berikut :

BAB |I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang latgsanaksud

dan tujuan penelitian, metode penelitian serta esiatika



BAB

BAB

BAB

V.

penulisan, agar dapat mengetahui apa yang dicapdamd
penelitian serta sistematika skripsi untuk memlagrilgambaran

yang jelas dalam penulisan skripsi ini.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
NEGARA DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK MENURUT

HUKUM INTERNASIONAL

berisikan uraian tentang peristilahan dan pengertserta
pengaturan pertanggungjawaban negara dalam habnkgd
dengan hukum diplomatik. Hal ini dilakukan dengaarac studi
kepustakaan dengan melihat ketentuan-ketentuan nhuku
diplomatik, buku-buku serta teori-teori para saajgang dijadikan
sumber kebiasaan dalam hukum internasional yandaiben

dengan masalah yang akana dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas tentang pertanggungjawabgara atas
pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dal&akum
Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan
Diplomatik), kedudukan kasus penyadapan KedutaarsaiBe
Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjaui &onvensi
Wina 1961, penyelesaian kasus penyadapan KedutesarB
Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjaui &onvensi

Wina 1961.

PENUTUP



Peneliti membuat kesimpulan dari penelitian setelah dilakuka
analisa-analisa bahan-bahan hukum yang berhubudgagan

tujuan serta saran-saran yang bermanfaat bagi lokum pada

khususnya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis samapaikan sebelumnya, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan:

1. Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik naamp pelanggaran
terhadap Hukum Internasional. Dalam hal ini Negpemerima wajib
bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dagmadak Istimewa
dan Kekebalan dari perwakilan diplomatik asing,kb#au diplomat,
keluarga, maupun gedung perwakilan diplomatik. @ggungjawaban
negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas giegru yang
ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekudas suatu
kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan saagjilian atau untuk
memenuhi suatu standar internasional tertentu yateh ditetapkan.
Kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelaaggeerhadap
Konvensi Wina 1961 dimana diatur dalam pasal 22 ¢ia Perwakilan
diplomatik asing di suatu negara termasuk gedunggielan tidak dapat
diganggu gugat irfviolable). Penyadapan KBRI di Myanmar adalah
sebagai bukti bagaimana Myanmar sebagai negaraipenigdak mampu
menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan jamirmkan

perlindungan terhadap perwakilan diplomatik negeiag di negaranya.



2. Atas kejadian tersebut, Myanmar sebagai negararipgaderkewajiban
untuk melakukan pertanggungjawaban dengan carskukela: pertama
mangajukan permintaan maaf secara resmi kepadaripggheRI atau
melalui KBRI di Myanmar dan berjanji kejadian seaumak akan terjadi
lagi. Kedug dengan memberikan ganti rugi nominal atau dalamtuk
perbaikan/renovasi seperti keadaan semula apabilagat kerusakan.

B. SARAN

1. Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yamadit terhadap
perwakilan diplomatik, maka sudah seharusnya dikgt sebuah
pengaturan hukum internasional dalam hubungan rdigtix yang tegas
terhadap pelanggaran-pelanggaran perwakilan digibjdalam rangka
mewujudkan keamanan internasional serta demi manjegutuhan
hubungan antar negara di dunia.

2. Agar tidak terjadinya lagi kasus pelanggaran teaba€fiBRI seperti pada
kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004, makaepintah harus
lebih meningkatkan sistem atau cara-cara pengamagremwakilan
diplomatiknya, serta melakukan pemeriksaan terhadkgt-alat dan
kelengkapan yang terdapat di dalam gedung perwadifiomatik.

3. Karena belum adanya suatu kodifikasi hukum mengea&hal yang
menimbulkan tanggung jawab negara, maka Komisi Hukuernasional
hendaknya harus tetap berusaha untuk merancanguatemengenai hal
tersebut agar tercipta suatu ketentuemdé of condugtyang mengikat
secara luas bagi berbagai pihak khususnya bagi gabgek hukum

internasional. Atau dengan alternatif lain, negaggara didunia yang



menjalin hubungan diplomatik membuat suatle (aturan) ketika
melakukan hubungan diplomatik dengan suatu negatsingga aturan
tersebut disepakati oleh pihak-pihak yang menjaankhubungan

diplomatik.
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